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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmatnya sehingga Desa Gemurung dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Desa ( RKP Desa ). Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan
merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang
lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan
azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat
yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan
oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan
bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan
adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan
melalui identifikasi masalah pembangunan yang teiah dilaksanakan dan berdasarkan
kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang
difasilitasi oleh KPMD & LPMD ( sebagai penyusun Pembuatan RPJMDesa ). RKP Desa
mencakup rencana kerja pembangunan tahunan desa. Sebagai acuan pembangunan
serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik
pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian
Dokumen RKPDesa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa
untuk mewujudkan cita - cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan
mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga
bermanfaat bagl pelaku-pelaku pembangunan di tingkat desa.

Gemurung, 5 Oktober 2020
Pj. Kepala Desa

HOEDY PRASETYA, S, S505
NIP. 19700506200511013
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,
disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan
mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan
transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan
mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPIMDes).

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar
pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi
kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih
termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri  melakukan
pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan Kkoordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga
pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk pericde 1 (satu} tahun merupakan
penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka kerja
pemerintah  desa, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan,
evaluasi kegiatan RKPDes tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan
desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan RPIM-Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4221);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
£234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Fvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pambangunan Desa;

Peraturan Desa Gemurung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Gemurung Tahun 2014— 2019.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)

mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
berkekuatan hukum tetap.

Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.

Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Arggaran
Pendapatan & Belanja Desa ( APBDes )
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Manfaat :

e Untuk tolok wukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam
pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.

e Menampung asipirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa

Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai
aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,
Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang Iluas dan
bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang
berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga
dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai
tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka
Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1.Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik ( ideal ),
dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis
dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Gemurung dilakukan dengan
pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD,
LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai
- nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Desa Gemurung dalam mencapai cita-citanya

w

mempunyai Visi

1.4.1. Misi
Selain merumuskan Visi, maka desa harus merumuskan misi desa. Misi
adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan

melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa,



BPD, LKMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut

maka Desa Gemurung telah merumuskan * Misi * sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah Desa,

2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan
masyarakat Gemurung yang beriman dan bertaqwa.

3. Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh
masyarakat Desa Gemurung

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

5. Meningkatkan sistem keamanan swakarsa dalam upaya
terciptanya rasa aman di masyarakat Gemurung

6. Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Desa
Gemurung sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimai

7. Mengembangkan ketangguhan masyarakat Desa dalam
melaksanakan pembangunan Desa melalui penguatan
kelembagaan dan peningkatan SDM.

8. Peningkatan bidang pendidikan baik formal maupun non formal
yang mudah diakses warga masyarakat

9. Pengembangan sektor pertanian,peternakan,perikanan datam
tahap produksi pengolahan hasil

10. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah

11. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik
formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati
seluruh warga masyarakat dalam menghasilkan insan intlektual
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GAMBARAN UMUM KEBLJIAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut., Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.Agar pengelokiaan keuangan
desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai
peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan,akuntabel,partsipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan
yang berlaku,salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan
Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah
penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur
pengelolaan keuangan desa dan Kklasifikasi APBDesa telah diperbarui dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan il masyarakat, setiap tahunya
pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partsipatif
dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan Lokakarya Desa,
Konsuitasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapanya. RAPB Desa didalamnya
memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaanyang pengelolaanya dimulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018
merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus
banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis
implementasinya.



A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan vang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi

realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan

berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana

perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan

kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.
Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 1.952.581.361,82
yang berasal dari :

KODE |URAKN ANGGARAN
1
0 PENDAPATAN ,
00 Pendapatan Asli Desa 225,450,000.00
000 Hasii Aset Desa 110,450,000.00
Hasil Sewa Tanah Sawah Sanggan ~10,000,000.00
Hasil Sewa Tanah Sawah Boloh 900,000.00
~ | Hasil Sewa Tanah Sawah Banyu 1,000,000.00
Hasil Sewa Tanah Sawah Masijid 1,000,000.00
Hasil Sewa Tanah Sawah Becirongengor 15,000,000.00
Hasil Pasar Desa 82,550,000.00
000 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 415,000,000.00
Suku Bunga Bank Delta Arta §9,000,000.00
Suku Bunga Dana SDM 16,000,000.00
Pendapatan Lain Lain 6,000,000.00
‘| Bunga Bank Delt AtaDLL 1,000,000.00
Pihak Ketiga B ] 5,000,000.00
00 Pendapatan Transfer 1,721,131,361.82
000 Dana Desa 1,005,057,000.00
000 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 303,635,902.75
000 Alokasi Dana Dezsa 411,538,459.07
000 BKK
JUMLAH PENDAPATAN 1,952,581,361.82

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran
pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.
Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

¢. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Total

4,319,728,780.00, dengan kompaosisi sebagai berikut :

Belanja Desa Gemurung sebesar Rp.




KODE | URAIAN ANGGARAN
BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,312,664,780.00
0,000 | Penyelenggaran Belanja Siitap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa . 094,264,780.00
OO0 810 | Panyediaan Panghastian Vetep dan Tunanoan Kepala Uess £8 TR (00 Q0

Penghasilan Tetap Kepala Desa

43,800,000.00

Tunjangan Keluarga Kepala Desa 4,380,000.00
Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa 1,825,000.00 J
Uang Makan Kepala Desa 5,280,000.00

SR

Penyadisan Penohasian Tetan dan Tuopanagan Porangkat
fasa

mr e g e
224 RAT suap

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris
Desa

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 30,66“_6;'66530_
Tunjangan Keluarga Sekretaris Desa 3,066,000.00
Tunjangan Penambah Kebutuhan Sekretaris Desa 1,277,500.00
Uang Makan Sekretaris Desa 5,280,000.00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Desa

Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Tunjangan Keluarga Perangkat Desa

| Uang _M_akan Perangkat Desa

210,240,000.00
21,024,000.00

Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkal Desa

.8,760,000.00 |

42,240,000.00

T T e SRR TP B 3 NI RN FE IS |
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Penyedlaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa

~1,752,000.00

| | Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Sekretaris Desa 1,226.400.00
Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Psrangkat Desa 8,409,600.00
Penyediaan JKK+JKN bagi Kepala Desa o 250.428.00
Penyediaan JKK+JKN bagi Sekretaris Desa 250,428.00
Penyedaaan JKK+JKN bagl Perangkat Desa 2,003,424.00
PR g A |
Belanja Perlengkapan 60,500,000.00

Belanja ATK dan Benda Pos

12,000,000.00

Belanja Perlengkapan Alat Alat Listrik

2,500,000.00

Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan

Pembersih 2,500,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak Gas isi Ulang Tabung Pemadam
Kebakaran 1,500,000.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5,000,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan dan Minum) 30,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atribut 5,000,000.00
Belanja Obat Obatan 2,000,000.00
) Belanja Jasa Honorarium 85,200,00000 |
Belanja Honorarium Penangggung Jawab Keuangan Desa 12,000,000.00
Belanja Honorarium Koordinator Keuangan Desa 10,800,000.00
Belanja Honorarium Pelaksana Keuangan Desa 9,600,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan Kantor 7,800,000.00
- Belanja Jasa Honorarium Pengelola Pasar Desa 45,000,000.00

'| Belanja Perjalanan Dinas

40,000,000.00




EHIE

1

spyschadn barans {(Aheel Telan) Perkavdoran

Perjalan Dinas daiam Kabupaten 20,000,000.00

Perjalan Dinas luar Kabupaten 20,000,000.00

Belanja Opserasional Perkantoran 21,000,000.00

Belanja Jasa Langganan Listrik 12.000,000.00

Belanja Langganan Telpn 9,000,000.00

Belanja Pemeliharaan 2,500,000.00

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2,500,000.00

GuiLUg | Feaoyeamen Toamgongan SR G R0 0G0 05

- Penyediaan Tunjangan Ketua BPD 10,800,000.00

Penyediaan Tunjangan 4 Orang Anggota BPD 35,040,000.00

Tunjangan Klnerja BPD ) 5,000,000.00

i RIS 1 S PR '

Belanja ATK dan Benda Pos BPD 2,000,000.00

Belanja Konsumsi {(Makan dan Minum) BPD 10,000,000.00

L _Belanja Pakalan Dlnas SeragamlAtnbut 5, 000 000 00

Penyedlaan insentlfIOperasmna[ RW 10 500 OOO 00

Penyediaan Ins_entlfIOperasmnal RT 41,400,000.00

) Tunjangan Kepala Desa 48,000,000.00

Tunjangan Jabatan Kepala Desa 12,000,000.00

Tunjangan Tambahan Penghasnan Kepatla Desa 36,000,000.00

_ Tunjangan Sekretaris Desa 33,600,000.00

Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 8,400,000.00

Tunjangan Tambahan Panghasilan Sekretaris Desa 25,200,000.00
Tunjangan Perangkat Desa 152,000,000.00 |

Tunjangan Jabatan 8 Perangkat Desa 48,000,000.00

Tunjangan Tambahan Penghasilan 8 Perangkat Desa 144,000,000.00

0,000 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 87,500,000.00

Peerintatan

. U VMY ST
1% 800 ,{:' (LAY

Belanja Modal Peralatan Kantor

10,000,000.00

Belanja Modal Perlengkapan Kantor 25,000,000.00
Ppmeiiiarsan GocinnadPraanreag wantor Dess TV RGN L0460
Pemellharaan Peralatan Kantor 7,500,000.00
" Pemehharaan Gedung Kantor 20,000,000.00
: R P SRR SO ! . 3
Belanja Asurtansu Mobu Desa 5,000,000.00
Belanja Bahan Bakar Munyak 10,000,000.00
Belanja Perpanjangan Pajak Kendaraan 5,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Mobit Desa | 5,000.000.00
0,000 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan -
G000 Pelavenan Administrass Umam dan Kependudukan

1 m(&'f"f!d Aare dar Peodd Gese ™

PEREINRNE S
PEIETISRT




Foryutuhan dao Penyadaran Masyarakat tentang
Keoendudukan dan Dapid

Pometaan dan Analicis Kommkman Dooa gsooara
Sarhisapatid

Laivlain Sub Bidanyg Adminshas Mependudokan, Saml
Heatislik dan Kearsipen

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,

135,800,000.00

Keuangan dan Pelaporan

Selanjé Mamin 500000000
Belanja Honor Tim 30,000,000.00

) Belanja Mamin Rapat. — 2,500006
Belanja Hpnor Tim 8,000,000
Belanja ATK 300,000
Belanja Cetak 500,000

i r‘_,_.“_._,'!_r: e e e [It-e "-_',E"'_ ) J——
i o :/4,.'-;" 1 ]

B Balanja Mamm Rapat h 2500000_ ;
Belanja Honor Tim 12,000,000
Belanja ATK 300,000
__ Belanj_a Catak 500,000
Belénja Marmin 450,000.00

| Belanja Honor ) - 750,000.00
Belanja Atk 100,000.00
|BoanaCetak 500,000.00 |
o PSS e D B e LR T i,

Belanja Pengadaan Android

10 000 OOO 00

2,500,000.00

Belanja Pemehharaan Konek31 Internet dan CCTV

f Bareiana b [ NER AT ¥
Pelaksanaan Pemihhan Perangkat Desa 50,000,000.00
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Pelantikan Kepala Desa 10,000,000.00

T Ly b
£ AT

i N

10,000,000.00

| Sub Bidang Pertanahan

L R I TANT EA SN K.-"i""-‘.-r'..i'

95,000,000.00




Sertifikasi Tanah Kas Desa ( Sanggan)

50,000,000.00

25,000,000.00

|j|l'l Pengenngan (IPPT) Sawah Sanggan

IR TR

10 000 000 00

b |

10 OOO 000 00

IS TR R

..{
i

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

N Sub Bldang Pendldlkan

1.822 300.000 00

32,300,000.00 |

FOMER Gy A e
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Belanja TK Dharma Wanita

2,500, 000.00 |

- i Lo e
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Sarameitragarans
wisnal Sanggar Balainr Wik

.
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Honoranum Petugas Perpus

Favggmbangat ot Fearddaann Sangany ent dan Belgar

4, 800 000.00

ukingnn Poneidiien oagh ] R P R Y

Belanja Bea siswa MlsklnlBerprestasu

25 000, 000 00

ST LRG| D amnciam ?‘ium.(u"’ Sy Badnny Mey i*ﬂwf‘w
0,000 | Sub Bidang Kesehatan ' o 190,000,000.00
00 020 | Banyelenggaran Pos Kesehutan Desw Polindues Milik Desa
iepat nmantf WE dahe 23000
Belanja Jasa Kader PPKBD 10,000, 000 00
Belanja .Jasa Kader Jumantik 8,000,000.00
Kegiatan Fogging 5,000,000.00
SO0.020 | Panyelenggarasn Fasyareda Mlkos Yambahan, Kis Sumil,
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C. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa
Gemurung belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping

sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa
tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan: dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;
b.  Pencairan Dana Cadangan;

¢. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Desa: dan

c. Pembayaran Utang.



BAB III
EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan
identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat
priortas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik
di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam RKP desa
tahun 2021, permasalahan Desa Gemurung dikelompokkan menjadi beberapa
permasalahan penting berdasarkan 3 aspek yaitu :

a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2021.

b. Identifikasi masalah berdasarkan RPIMDesa.

c. Identifikasi masalah berdasarkan anallsa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2021
Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2021 ada beberapa kendala
yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara
lain :
1. Kemandirian Desa.
2. Pendapatan yang masih konsumtif dari pemerintah.
3. Pembangunan produktif yang berdampak pada peningkatan pendapatan
Asli Desa (PAD).
4. Pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
5. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kesehatan terutama
bagi balita maupun lansia.
6. Desa santri.
terbatasnya anggaran desa menyebabkan pembangunan tidak merata yang
berdampak pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola
pembangunan yang berorientasi pada dusun. Selain itu belum optimainya
peran lembaga desa dan terbatasnya sumber daya perangkat desa juga
menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik
- Pembuatan Jalan Pemukiman
- Pembangunan PJU
- Pembangunan Lahan Parkir
- Pengembangan Pasar Desa
- Pembangunan Gedung serba guna
- Pembangunan Saluran Air
- Pembangunan Gapura bertema Desa Santri
- Pembangunan Sarana Ibadah
- Pembangunan Balai Desa



2. Untuk bidang ekonomi

- Pembentukkan BUMDesa
- Penyertaan Modal Simpan Pinjam

3. Untuk bidang sosial & budaya

- Pelatihan Pengelolaan Sampah Lingkungan
- Pelatihan Wira Usaha
- Penguatan Ciri Khas Desa

Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, utamanya jalan persawahan
pada saat musim penghujan yang tidak bisa dilalui warga dengan alat
transportasi yang ada menyebabkan hambatan yang berarti bagi petani. Belum
adanya saluran irigasi dari pasangan batu sehingga tanah yang ada mudah
terkikis sehingga mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran
yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap
di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal
panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi
untuk mencegah banjir. Selainitu masih banyaknya pengangguran perlu
ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan pelatihan yang terprogram sehingga
mampu membuka peluang usaha dengan bantuan modal dan pemasaran.

Adanya keterbatasan dana desa dori APBD berdampak pada
penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak
tidak mampu teratasi karena membutithkan dana yang sangat besar sehingga
desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh desa
di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN. Namun karena kurangnya
sosialisasi dinas terkait dengan pemerintah desa mengakibatkan usulan
pembangunan yang ada belum terarah sesuai program dinas terkait.

Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan
Darurat |

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki
sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat periu di lakukan pengkajian
lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga
membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera
dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan
yang digunakan oleh masyarakatuntuk mencarai mata pencaharian utama
penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila dengan segala
kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik.Berdasarkan analisa pemerintah
desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah
mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :
1. Pembukaan jalan pemukiman
2. Pengutana BUMDesa



3. Pembangunan lahan parkir
4. Pembangunan PJU
5. Pelatihan Pengelolahan sampah lingkungan.




BAB 1V

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebljakan program pembangunan Desa Gemurung yang tersusun

dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan
yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan, pendapatan dll.

4.1

4.2'

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa.

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang bisa
didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang mampu
didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil ( biayanya tidak
terlalu besar ) misalnya perbaikan jalan, Selokanisasi, bantuan peralatan obat-
obatan posyandu dli. Datam pelaksanaanya biaya itu diambilkan dari APBDes

Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa , ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari
hasil pajak dan retribusi Tahun 2021.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP desa tahun anggaran 2021
dilakukan meialui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP
Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

¢. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

e. Belanja Tak Terduga

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa
terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan segera

terwujud.



4.3, Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD
dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah

rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan
ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat.
Hal ini disebabkan :

d.
b.

Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu
besar.
Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana
pendukung lainnya. misalnya Pembangunan Tanggul, Sumur P2AT, Saluran
irigas! dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan

tersehut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan
di tingkat kecamatan ( Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Pemerintahan Desa

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Pembangunan Jalan
b. Pembangunan Jembatan Desa
c. Perbaikan Fasilitas Pengeiolahan sampah Desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan
masyarakat Desa;

b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di
Desa;

c. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. pengembangan seni budaya lokal;

b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga;
kemasyarakatan  dan lembaga adat;

¢. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;

. pendayagunaan teknologi tepat guna;

e. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
KPMD, Kelompok UEP, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi,
kelompok pengrajin.

f. Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Pelatiban

g. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok
Perempuan, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Pemerhati anak
dan Kelompok Pemuda dan Olah Raga

jaS



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) terlaksana dengan baik dan
terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa,
Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasii yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa
untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari
usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa
bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada
kesinambungan. Jadi dokumen RKPDesa ini bukan hanya sekedar dokumen yang
harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan
peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa
berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan
selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran
yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang
ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPDESA ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang
tedibét bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita
idam-idamkan.

Ditetapkan di . Gemurung
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Pj. KEPALA DESA GEMURUNG

HOEDY
NIP : 19700506200511013



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

dan
KEPALA DESA GEMURUNG

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

GEMURUNG TAHUN 2021

BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1
2

Desa adalah desa Gemurung

Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan wrusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepaia Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka wakiu 5
(Lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dan RPJIM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB I
SISTEMATIKA RKP DESA
Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D, Visi dan Misi

b. BABII . GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Kebijakan Pendapatan Desa
B. Kebijakan Belanja Desa

C. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BABIII - EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2021
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP
Desa Tahun 2021

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPIM Desa



d BABIV

e. BABV

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual
dan Keadaan Darurat

: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA
A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala
Desa

C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang
Dibiayai APBD dan APBN

: PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Digﬁdﬂﬁkn;ﬁ.ﬂj\(}emurung
ada fanggal 05Oktober 2020
| SEKREFARIS DESA GEMURUNG
2 [H=RRCTARIAT DESA i

Ditetapkan di Gemurung
pada tanggal 05 Oktober 2020
P). KEPALA DESA GEMURUNG

TTD
HOEDY PRASETYA, S. Sos
NIP : 19700506200511013




NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA KEPALA DESA DAN KETUA BADAN PERSYAWARATAN DESA

DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN

Pada Hari ini Senin , tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu duapuluh kedua belah pihak

telah bersepakat bersama

1. Nama : HOEDY PRASETYA, S.Sos
Jabatan : Kepala Desa Gemurung
Alamat : Desa Magersari

Bersama :

2. Nama : KHALIN
Jabatan . Ketua BPD Desa Gemurung
Alamat : Desa Gemurung

Untuk menyepakati bersama-sama sctelah dilakukan Rapat Bersama terhadap Pengambilan
Keputusan Rancangan Peraturan Desa Gemurung tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (
RKPDes ) tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gemurung Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Pj KEPALA DESA GEMURUNG /; A"‘;Uﬁ-i%i’b!(}gMURUNG

F‘I' :} .ﬁ, . ~ - I.
¥ = CI\:_.".._I" P 3=
ARSI

\ ' '_-\','_"“ sl oY

HOEDY PRASETYA, S.Sos :




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pemerintah Nasional {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421},

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan' Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dacrah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Penmbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988},

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4857),

10.Peraturan Daecrah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sidoarjo Nomor
03);

I1.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sidoarjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02);

12. Peraturan Desa Nomor 02 Tzhun 2013 tentang Rencana Pemerintah Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 — 2019

13.Perturan Desz Gemurung Nomor 03 tentang kewanagan Desa Berdasarkan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 4/ KEP-BPD/2020
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG ,

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Mengingat

Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan
untuk pemeratan Pemerintah dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan
serta pelayanan masyarakat desa melalui Pemerintah dalam skala desa;

b. Bahwa untuk melaksanakan Pemerintah dalam skala desa tersebut,
pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas Pemerintah desa
baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021

c. Bahwa RKPDes tersebut merupakan rencana strategis Pemerintah Tahun
2021yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan
Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

d. Bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gemurung Persetujuan Penetapan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Gemurung Tahun 2021.

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor .. . Tahun ..., tentang penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor ... Tahun ....;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Kepala Desa Gemurung Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021 ditetapkan

menjadi Peraturan Desa.

Agar Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2021 diketahui oleh
masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk segera

mensosialisasikan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di GEMURUNG
Pada _tj;ng_gal 05 Oktober 2020

+/MKETUA BPDDESA GEMURUNG,
A _C"' Nl T o




DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL : Minggu, 04 Oktober 2020

WAKTU : 19.30 s/d wiB
TEMPAT : Balai Desa Gemurung
ACARA : Pembahasan dan Penetapan RKPDes tahun 2021
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I Hoedy Prasetya, S.Sos PJ. Kepala Desa
| 2. | Mohammad Alfan Sekretaris Desa
3. | Ach. Sachwan Fathoni Perangkat Desa
4. | M. Syamsul Huda Perangkat Desa
|—5. Sifau'ddin Perangkat Desa
- 6. | Eva Asriya Ningsih | Perangkat Desa
7. | Anggun Susanti Perangkat Desa
8. i Nurhadi B Perangkat Desa
9. | Rokib Habibi Perangkat Desa
10. | Khalin Ketua BPD
11. | Saifulloh Anggota BPD
12. | Dewi Sunarsih Anggota BPD
13. | Abd. Rozaq Anggota BPD
| 14. | A Zunaidi Anggota BPD
15. B . | 15
16 16.
| I 1.
18. N 18.
Gemurung
PJ. Kepala Desa Gemurung '*“ﬁr tga&lﬂb Gemurung
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HOEDY PRASETYA, S.50S




